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ABSTRAKSI

Pembelian barang bergerak seperti kendaraan bermotor dendan system beli
sewa dipadang sangat membantu konsumen karena sesuai dengan kemampuan
keuangan mereka untuk dapat memperoleh barang yang diinginkan tersebut.
Perjanjian beli sewa yang umumnya berbentuk perjanjian baku menimbulkan
ketidakseimbangan dalam perjanjian tersebut yang berdampak pada perlindungan
hak yang sepihak pada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak resiko
atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli.

Studi ini membahas 3 (tiga) permasalahan, yaitu (1) Bagaimanalkoh
penerapan asas kebebasan berkontrak dalam dalam perjanjian dalam pelaksanaan
perjanjian beli sewa kendaraan bermotor di kota Rantauprapat ? (2) Bagaimana
keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian beli sewa
tersebut dan (3) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam
perjanjiaan beli sewa kenderaan bermotor?

Studi ini dilakukan di kota Rantauprapat dengan menggunakan metode
pendekatan yuridis empiris dan di analisis secara kualitatif. Temuan studi
menunjukkan bahwa (1) Kebebasan berkontrak mulanya bertujuan agar para pihak
dapat mencapai hasil semaksimal mungkin untuk keuntungan masing-masing
dalam perjanjian yang dibuatnya, namun dalam perkembangannya kebebasan
berkontrak pada perjanjian beli sewa justru dituangkan dalam perjanjian baku
yang merugikan pembeli. (2) kekaburan pemahaman tentang beli sewa serta posisi
tawar penjual yang lebih kuat dibanding pembeli mengakibatkan
ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.(3) Rumusan
klausula baku pada perjanjian beli sewa kenderaan bermotor adalah betentangan

dengan UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.
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KATA PENGANTAR

Tiada kegembiraan yang lebih besar selain mengucapkan puji dan
syvkur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan anugrah - Nya
dalam bentuk kesehatan, kekuatan dan ketabahan sehingga penulis dapat
menyelesaikan pembuatan tesis dengan judul ” Klausula ~ Klausula Yang
Merugikan Debitur Dalam Perjanjian Beli Sewa Kenderaan Bermotor Di
Kota Rantauprapat Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak”
sebagai salah satu syarat penyelesaian studi pada program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Bentuk penjanjian baku yang berkembang di indonesia, khususnya dalam
pranata beli sewa telah mengakibatkan tidak dapat terlaksananya asas kebebasan
berkontrak secara alamiah dalam pranata tersebut karena adanya kemungkinan
kedua belah pihak tidak mempunyai posisi tawar yang sama. Aspek keadilan dari
pranata beli sewa banyak dipcrtanyakan oleh berbagai pihak penjual sewa
( kreditur ) membebankan hampir semua resiko pelaksanaan perjanjian beli sewa
kenderaan bermotor kepada para konsumen ( pembeli sewa ) sebagi debiturnya .

Melalui tesis ini penulis berusaha menjelaskan tentang klausula-klausula
yang merugikan debitur dalam perjanjian beli sewa kenderaan bermotor di kota
Rantauprapat dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, dengan
melakukan penelitian pada beberapa daeler kenderaan berinotor yang
melaksanakan praktek beli sewa di kota Rantauprapat. Semoga tesis ini dapat

memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu
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Penulis juga menyadari tahwa tesis ini jauh dari sempuma, masih
banyak dapat kekurangan, kelemahan dan ketidak sempumaan dalam
penyajiannya, oleh karenanya pzimlis mengharapkan kritik dan saran yang
membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini .

Dalam kesempurnaan ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih
kepada pihak yang telah membantu penyususnan tesis ini, yaitu: bapak Dr. Mirza
Nasution. ketua Program Magister Illmu Hukum Universitas Medan Area, Bapak
Arif SH., MH. dan Dr. Utari yang telah meluangkan waktu untuk membimbing
Penulis tesis ini

Rasa hormat dan terimakasih tak terhingga kepad Bapak Dr.H.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Dengan berkembangnya kehidupan perekonomian dan industri di
Indonesia maka semakain dirasakan pesat pula banyaknya permintaan dan
penawaran barang-barang untuk keperluan rumah tangga, niaga dan bahkan untuk
keperluan industri. Permintaan dan penawaran akan barang-barang terscbut
dibarengi dengan berbagai kemudahan yang semuanya tertuju pada maksud wituk
memperoleh hak milik atas statu barang di satu pihak dan memperoleh sejumlah
pihak dan memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan harga di lain pihak.
Sebagai akibat munculnya berbagai macam bentuk transaksi., misalnya beli sewa
(hire purchase), sewa guna usa (leasing) dan jual beli angsuran. Hal ini terjadi
karena konsumen memiliki dana yang terbatas. Pembeli barang bergerak,
misalnya kenderaan bermotor, dengan sisitem beli sewa dipandang sangat
membantu pembeli dan sesuai dengan kemampuan keuangan mereka untuk dapat
memiliki barang yang diinginkan tersebut
Dalam sistem pengaturan hukum perjanjian KUH Perdata kita pranata
jual beli angsuran dan pranatabeli sewa tersebut termasuk dalam kelompok
perjanjian tak temama (onbenoemde contracten). Wirjono Prodjodikoro
menyatakan sistem Burgerlijk Wetboek (BW) juga memungkinkan para pihak

mengedakan persetujuan-persetujuan vang sama sekali tidak diatur dalam
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BW,WVK atau undang-undang lain.Untuk persetujuan-persetujuan ini berlaku
BW Buku III titel 1-1V sepenuhnya .’

J.Satrio memberikan pengertian yang dimaksud dengan perjanjian
innominat atau perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang belum
ada pengaturanya secara khusus di dalam undang-undang, karena tidak diatur
dalam perundang-undangan, baik KUHP Perdata maupun KUHD, keduanya
didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (jurisprudensi).2

Pranata beli sewa sebagai perjanjian tak bernama dapat di terima oleh
sistem hukum perjanjian yang dipergunakan oleh KUHP Perdata kita
terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum
dalam pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUHP Perdata. Berdasarkan asas tersebut,
para pihak dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, baik yang sudah di atur
maupun yang belum diatur dalam undang-undang.3

Karakteristik pranata beli sewa yang dianut oleh negara-negara civil law
berbeda dengan yang dianut oleh negara-negara common law. Negara-negara civil
law adalah negara-negara yang menganut sistem hukum yang berasal dari
perancis. Sistem ini menekankan peraturan perundang-undangan sebagai sumber
hukum yang utama. Sistem civil law dianut oleh Perancis, Belanda dan negara-
negara Eropa Kontinental. Indonesia berdasarkan asas konkordansi termasuk

negara yang menganut sistem civil law*

') Wirjono Prodjokoro,HukumPerdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.Bandung:
Sumur Bandung, 1964,hal 10,

%) Satrio , Hukum Perjanjian, Bandung: Alummni 1992, hal 42.

’) Mariam Darus Badruizaman,Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku (]! tentang
Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Bandung: Alumni, 1983, hal 90

f ) Z Ahmad, Ansori, Sejarah dan kedudukan BW di indonesia, Jakarta: CV, Rajawali 1986, hal
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